BAB |1

Poitik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kosovo

Pada bab ini penulis ingin membahas tentang kerangka politik luar negeri
Amerika Serikat dan penerapannya secara umum. Selanjutnya bahasan berlanjut
ke politik luar negeri Amerika Serikat terhadap wilayah Kosovo. Pembahasan
dimulai dengan menjabarkan sejarah politik luar negeri Amerika Serikat dari
tahun ke tahun kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bentuk bentuk politik
Amerika Serikat serta aktor yang merumuskan kebijakan politik Amerika Serikat,
terakhir akan dibahas tindakan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat
kepada wilayah Kosovo terkait dengan konflik etnis yang berlangsung di Kosovo

pada tahun 1999.

A. Sejarah Politik Luar Negeri Amerika Serikat

“Foreign policy is the key element in the process by which a state translates
its broadly conceived goals and interests into concrete course of action to attain
these objectives and preserve interests* Padelford and Lincoln

Kebijakan luar negeri suatu negara berkaitan dengan kebiasaan tradisi

negara kepada negara negara lain. Hal ini merujuk ke jalan di mana pusat
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pemerintahan negara negara berdaulat berhubungan satu sama lain dan sistem
global untuk mencapai berbagai tujuan.

Hubungan luar negeri suatu negara banyak dipengaruhi oleh politik luar
negerinya dan juga kebijakan luar negerinya. Secara umum pengertian politik luar
negeri merupakan pengertian mengenai kekuatan kekuatan yang menentukan
hubungan politik antar negara, dan cara cara tindakan kekuatan antara satu negara
dengan negara yang lainnya dan hubungan politik internasional dan lembaga
lembaganya.

Politik luar negeri suatu negara merupakan bentuk perpanjangan dari
kepentingan nasional tersebut namun dalam kaitannya dengan negara lain.
Dengan kata lain kepentingan nasionalnya tersebut akan terealisasi bila bertautan
dengan negara lain, yang lebih kita kenal dengan realisasi Politik Luar negeri.

“Foreign policy is strategy of plan course of action developed by
thedecision makers of a state vis a vis other state or international antities aimed
at achieving specific goals defined intern of national interest.” Plano dan Roy
Olton

Politik luar negeri Amerika Serikat bisa dilihat dari tindakan dan langkah
langkahnya yang tak jauh jauh dari masalah terkait kompetisi ekonomi,
memperkuat pertahanan di perbatasan negara negara, mewujudkan perdamaian,

kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi.



a. Bentuk Politik Luar Negeri Amerika Serikat

1) lIsolasionalisme

Selama 200 tahun pertama sejarah Amerika Serikat, kebijakan nasional
Amerika Serikat adalah isolasionisme dan bebas-interventionism. George
Washington sering dikutip sebagai peletakan dasar dalam tradisi Amerika Serikat
bebas-interventionism:

"Besar aturan perilaku untuk kita, mengenai bangsa bangsa asing, yaitu
adalah dalam memperluas hubungan kita secara komersial, dan untuk memiliki
dengan mereka hubungan sebagai koneksi politik kecil sebanyak mungkin. Eropa
memiliki seperangkat kepentingan utama, yang kita tidak ada, atau hubungan
yang sangat terpencil. Maka Eropa harus terlibat dalam kontroversi yang sering,
yang pada dasarnya asing untuk keprihatinan negara kami. Oleh karena itu,
harus bijaksana kita untuk melibatkan diri kita sendiri, oleh ikatan atau hubugan
tersebut, perubahan perubahan biasa di dalam politik hubungannya antara
Eropa, atau kombinasi yang biasa dan tabrakan persahabatan atau enmities."

Gagasan politik isolasi dikristalisasi dari Thomas Paine’s common
sense yang menyajikan berbagai argument untuk menghindari aliansi. Gagasan
tersebut diterima dengan baik oleh Kongres dengan salah satu buktinya adalah
Amerika Serikat menolak untuk melakukan aliansi dengan Perancis. Sebelum
melepas jabatannya George Washington, dalam pidatonya ia berpendapat bahwa

Amerika Serikat tetap harus mempertahankan tujuan utamanya, yaitu untuk
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memperluas hubungan komersial dengan negara lain. akan tetapi Amerika Serikat
sedapat mungkin menghindari koneksi politik dengan negara negara Eropa yang
pada dasarnya tidak memuat hal hal yang dapat melancarkan perwujudan
kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain itu mengingat jarak yang jauh
antara Amerika Serikat dan Eropa menambah ketidak efektivan hubungan antara
Amerika Serikat dan negara negara Eropa. Oleh karena itu bukanlah suatu
kebijakan yang bijak untuk melibatkan diri dalam suatu ikatan artfisial antara
Amerika Serikat dan Eropa. Politik isolasi ini pun didukung oleh Presiden
Thomas Jefferson yang dalam pidatonya mengatakan

“Amerika Serikat berusaha mewujudkan perdamaian, perdagangan dan
menjalin hubungan yang baik dengan seluruh negara tanpa harus terlibat dalam
aliansi dengan mereka.”

Amerika Serikat tetap terisolasi secara politik sepanjang abad ke-19 dan
awal ke-20, sebuah prestasi yang tidak biasa dalam sejarah Barat. Pada tahun
1823 Presiden Monroe yang ikut mendukung adanya politik isolasi menyuarakan
apa yang kemudian disebut sebagai “Doktrin Monroe™®. Presiden Monroe
menyatakan dalam doktrinnya bahwa hanya dengan mengisolir diri Amerika
Serikat akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan peperangan
sebagaimana terjadi di Eropa. Dengan doktrin tersebut Amerika Serikat
menegaskan dirinya untuk tidak menjadi anggota blok manapun. Namun
demikian, tekanan internasional yang makin meningkat mulai melemahkan

kebijakan isolasi Amerika Serikat di awal pertengahan abad ke-20. Munculnya

3 Entangling Relations : American Foreign Policy in its Century. David A. Lake. 1956.



ekspansi Jerman dan Jepang yang terus mengancam perlahan lahan memadamkan
sikap acuh tak acuh Amerika Serikat terhadap keadaan dunia. Pendudukan
Amerika Serikat atas Filipina hingga perang antara Amerika Serikat dan Spanyol
terus memperluas kepentingan Amerika Serikat hingga jauh ke barat Samudera
Pasifik. Peningkatan transportasi dan komunikasi seperti kapal uap, kabel bawah
laut, dan radio menghubungkan dua benua meningkatkan intensitas perdagangan
luar negeri yang secara perlahan ikut meningkatkan peran Amerika Serikat

dikancah dunia.

2) Ekspansionisme

Tahun 1940 menandai titik balik akhir dari isolasionisme. Keberhasilan
militer Jerman di Eropa dan Battle of Britain mengakibatkan Amerika Serikat
harus memperhitungkan kembali tentang kebijakan luar negerinya dalam
menanggapi perang. Muncul dilema besar yang dialami oleh Amerika Serikat,
apabila Jerman dan Italia membentuk hegemoni di Eropa dan Afrika, dan Jepang
menyapu Asia Timur, maka terdapat kemungkinan besar belahan bumi Barat akan
menjadi sasaran selanjutnya. Bahkan ketika Amerika Serikat mampu melakukan
perlawanan, dikhawatirkan Amerika Serikat akan mendapatkan kerugian besar
yang mengakibatkan kelumpuhan di beberapa sektor. Pada 1 September 1939,
Jerman menginvansi Polandia, dan Britania Raya dan Prancis kemudian
mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Akibat aksinya tersebut, menjadi awal
terjadinya perang dunia Il. Menanggapi respon rakyat Amerika Serikat dengan

keadaan tersebut, presiden Roosevelt menjamin kepada seluruh rakyat Amerika



Serikat bahwa beliau akan melakukan segala cara untuk menghindari Amerika
Serikat dari peperangan tersebut. Roosevelt juga mengatakan

“ketika perdamaian telah menjadi perpecahan dimana mana, perdamaian
didalam seluruh negara berada dalam bahaya.”

Perang di Eropa membentuk Amerika Serikat menjadi dua grup yaitu non
intervensi dan intervensi. Argumen intervensi datang karena adanya ketakutan
akan invansi yang dilakukan oleh Jerman. Pada musin gugur 1940 mulai
bermunculan opini untuk membuat Amerika Serikat ikut andil dalam peperangan,
karena mereka cemas dengan dunia setelah perang akan dikuasai oleh kekuatan
fasisme eropa. Dalam pidatonya pada tahun 1940, Roosevelt menyetujui

“Some, indeed, still hold to the now somewhat obvious delusion that we ...
can safely permit the United States to become a lone island ... in a world
dominated by the philosophy of force.””

Sebuah survey nasional menemukan bahwa pada musim panas tahun 1940,
67% Amerika Serikat mempercayai bahwa kemenangan Jerman — Itali akan
membahayakan posisi Amerika Serikat, bahwa jika suatu peristiwa terjadi 88%
mendukung "pengerahan persenjataan, biaya apapun harus disiapkan untuk
masalah tersebut”, dan 71% beropini "segera adopsi pelatihan wajib militer bagi

semua pemuda di Amerika Serikat.”
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Alasan mengapa intervensionis, mengatakan, tidak bisa hidup berdampingan
dengan kekuatan fasis bukanlah karena tekanan ekonomi atau kekurangan dalam
angkatan bersenjata kita, melainkan justru karena itu tujuan dari fasis pemimpin
untuk menghancurkan ideologi Amerika Serikat sebagai negara demokrasi.
Presiden Roosevelt mengatakan

“...Axis tidak hanya mengakui tetapi menyatakan bahwa tidak akan ada
kedamaian utama antara filsafat mereka pemerintah dan filosofi kami sebagai
pemerintah.”

Kontroversi antara senat dan Presiden Roosevelt masih berlangsung.
Banyak dari masyarakat Amerika Serikat yang menentang deklarasi perang
terhadap negara Axis. Non intervensionis berakar pada porsi yang signifikan dari
argumen mereka dalam sejarah, mengutip perkataan Washington dan kegagalan
Perang Dunia I. Pada tahun 1941, tindakan administrasi Roosevelt membuatnya
lebih jelas dan semakin lebih jelas bahwa Amerika Serikat adalah ada di tahap
siap untuk perang.

Puncak dari perubahan haluan politik Amerika Serikat adalah ketika
pasukan laut Jepang menyelinap dan berhasil menggempur Pearl Harbor, Hawaii
pada tanggal 7 Desember 1941. Hari berikutnya Amerika Serikat mendeklarasikan
perang terhadap Jepang. Suport domestik terhadap aksi non intervensi
menghilang. Dukungan Amerika Serikat kepada Britain yang dilakukan secara
rahasia digantikan oleh aliansi aktif. Operasi berikutnya oleh Amerika Serikat
mendorong Jerman dan Italia untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat

pada tanggal 11 Desember, yang dibalas oleh Amerika Serikat pada hari yang



sama. Akhirnya Amerika Serikat mengubah secara drastis politik luar negerinya
dari isolasionis menjadi politik luar negeri yang cenderung agresif.

Lingkungan internasional pasca perang menempatkan Amerika Serikat
sebagai pemain utama dalam dunia internasional telah meningkatkan haluan
kebijakan politik luar negeri yang lebih terbuka®. Terlebih lagi ketika kondisi
dunia yang semakin berhubungan satu sama lain baik dari sektor ekonomi,
teknologi dan informasi hingga pendidikan menuntut Amerika Serikat untuk terus
menjalin  kerjasama dan membentuk aliansi guna mempertahankan tahta
hegemonnya. Jika melihat keadaan saat ini maka dapat dikatakan bahwa politik

isolasioanlisme kurang relevan untuk terus dipertahankan.

3) Intervensionalis

Akhir 1940 hingga 1941, Roosevelt mengubah haluan politik Amerika
Serikat menjadi intervensionalis. Kebijakan yang dilakukan presiden Roosevelt
pada saat itu datang dalam dua fasa perubahan. Kebijakan ini, didorong oleh
Presiden, datang dalam dua tahap. Yang pertama datang pada tahun 1939 dengan
berlalunya undang netralitas keempat, yang diizinkan Amerika Serikat untuk
perdagangan senjata dengan negara negara berperang, sebagai bangsa bangsa ini
datang ke Amerika Serikat untuk mengambil peran, dan membayar untuk mereka
secara tunai. Kebijakan ini praktis dijuluki 'cash and carry'. Tahap kedua adalah
tindakan Lend Lease pada awal 1941. Tindakan ini diperbolehkan Presiden "untuk
meminjamkan, menyewakan, menjual, atau barter senjata, amunisi, makanan, atau

apapun 'pertahanan artikel' atau ‘informasi pertahanan' kepada 'pemerintah negara

6 A History of United States Foreign Policy. Second Edition. Julius W. Pratt. 1987.



yang dianggap penting untuk Pertahanan Amerika Serikat." Beliau menggunakan
kedua program untuk sisi ekonomis dengan Inggris dan Perancis dalam melawan
Nazi.

Setelah Perang Dunia 1lI, Amerika Serikat mengambil kebijakan
interventionism untuk membendung pengaruh Komunis luar negri. Seperti bentuk
interventionism termasuk memberikan bantuan kepada negara negara Eropa untuk
membangun kembali negaranya, serta memiliki peran aktif dalam PBB, NATO,
dan tindakan polisi di seluruh dunia, dan melibatkan CIA di beberapa kudeta
mengambil alih Amerika Serikat Latin dan Timur Tengah. Amerika Serikat
adalah tidak hanya bebas-isolasionis (yaitu Amerika Serikat adalah tidak hanya
meninggalkan kebijakan isolasionisme), tetapi aktif intervensi dan terkemuka

dalam urusan di kancah dunia.

4) Perang dingin dan containment

Kebijakan Truman adalah kebijakan utama pertama selama perang dingin
dan menggunakan berbagai strategi untuk mencegah penyebaran komunisme di
luar negeri. Komponen perang dingin, kebijakan ini adalah tanggapan terhadap
serangkaian pergerakan oleh Uni Soviet untuk memperbesar pengaruh komunis
dalam lingkup pengaruh Eropa Timur, Cina, Korea dan Vietnam. la mewakili
posisi ‘middle ground’ antara détente dan rollback.

Dasar doktrin tersebut diartikulasikan dalam chanel 1946 oleh diplomat
Amerika Serikat, George F. Kennan. Sebagai gambaran kebijakan luar negeri

Amerika Serikat, kata yang berasal dari laporan Kennan yang disampaikan kepada



Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1947 yang kemudia laporan

tersebut yang kemudian digunakan dalam sebuah artikel majalah.

5) Situasional

pada periode ini politik luar negeri Amerika Serikat bersifat standar ganda
atau situasional. Sikap Amerika Serikat seringkali inkonsisten terhadap
kebijakannya. Amerika Serikat dalam melakukan kebijakan luar negeri nya
didasarkan atas kepentingan yang ingin dicapai negaranya. Hal ini seringkali
bertentangan dengan prinsip prinsip yang juga Amerika Serikat lakukan oleh
negara lain. Terlihat dalam kasus Palestina dan Israel, Amerika Serikat seakan
menutup mata terhadap tindakan keras yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Sebaliknya, Amerika Serikat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Palestina.

Hal lainnya tampak juga seperti pada kasus Amerika Serikat secara
gamblang mendukung pihak oposisi dan menganggap tindakan yang dilakukan
oleh sekutu Basyar Al-Assad sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dan
penindasan terhadap hak asasi manusia. Kepentingan ekonomi dalam
kenyataannya amat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Beberapa
Negara termasuk Amerika Serikat terbukti memiliki kepentingan terselubung
yakni kepentingan ekonomi berupa minyak dan gas ketika melakukan beberapa
intervensi maupun invasi di kawasan Timur Tengah, meskipun pada awalnya
Amerika Serikat mengklaim melakukan kebijakan luar negerinya tersebut dengan

dalih moralitas dan kemanusiaan’.

7 Amerika Serikat sebagai Penghambat Demokratisasi di Timur Tengah. Sidik Jatmika. 2001.
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B. Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar Negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi
kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat.
Tindakan tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar
negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di
perbatasan negara negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya
perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri tidak
pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan
kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan
internasional serta hubungan antar negara.

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat didalam
tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia,
dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideology liberalism
dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan
mewujudkan tatanan dunia baru.

Dalam format politik internasional, Amerika Serikat terdapat dua pilar
paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu, adalah

demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia.

a. Fokus Utama Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki fokus utama dalam pencapaian politik luar

negerinya yaitu Amerika Serikat ingin memperluas penyebaran nilai nilai



demokrasi diseluruh dunia sebagai syarat dalam menciptakan perdamaian dunia.
Dalam interaksi hubungan internasional, Amerika Serikat ingin mempertahankan
pola interaksi yang konstruktif dengan berbagai negara negara di dunia, seperti
negara Eropa, Asia Pasifik, Amerika Serikat Latin maupun Timur Tengah. Dalam
bidang politik, berbagai aturan yang jelas jelas bersumber dari ideologi
kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi
Universal Hak Hak Asasi Manusia (Deklarasion of Human Right) tahun 19488,
Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama
kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi
ini dibutuhkan Amerika Serikat agar setiap tindakannya di dunia internasional
menjadi legal atau sah. Dan Amerika Serikat ingin memperkuat institusi
internasional sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah internasional
secara damai.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki lima komponen utama,

yaitu sebagai berikut® :

1. Preemption : dimana AS harus mengambil tindakan mendahului
menyerang sebelum diserang terhadap segala bentuk potensi ancaman terhadap
warga negaranya.

2. Unilateralisme : tindakan yang diambil tidak harus meminta atau

tergantung pada persetujuan badan internasional ataupun negara (sekutu) lain.
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3. Hegemoni : Amerika Serikat harus mempertahankan tingkat kesiapan
militer yang mampu mengalahkan segala macam kombinasi kekuatan dimana
saja.

4. Demokratisasi : tiga komponen di atas digunakan untuk menyebarluaskan
demokrtasi ke seluruh dunia.

5. Demonstrasi : kemenangan mutlak yang dicapai merupakan alat
demonstrasi atas kekuatan Amerika Serikat dan memaksa negara lain bekerjasama

dalam hegemoni Amerika Serikat.

b. Aktor yang Berperan dalam Kebijakan Luar Negeri.

Konstitusi telah digambarkan sebagai "invitation to struggle” diantara
Presiden dan Kongres selama pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Dibandingkan dengan negara lainnya yang juga menganut demokrasi liberal,
Amerika Serikat melaksanakan kebijakan luar negeri dengan cara yang rumit.
Perlindungan yang dibangun ke dalam konstitusi dibuat untuk mencegah tirani,
namun legislatif dan eksekutif sering tumpang tindih dalam merumuskan
kebijakan sehingga membuatnya sulit untuk mengembangkan dan menerapkan
kebijakan luar negeri yang kohesif, menciptakan ketidakpastian mengenai apa
kebijakan tersebut, dan memberi pemerintah asing dan sejumlah kepentingan
khusus kesempatan untuk menerapkan tekanan pada banyak poin. Akibatnya, para

pelaku kebijakan luar negeri di Amerika Serikat seringkali sulit untuk dibedakan.



Kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan ekspresi dari tujuan di
dunia dan bagaimana untuk mencapai suatu tujuan tersebut, hal ini merupakan
cerminan dari kepentingan bangsa dan juga panduan bagaimana untuk
berinteraksi dengan negara lain. Ketergantungan terhadap dunia global dan
sejarah tradisi suatu negara telah meningkatkan kompleksitas kebijakan luar
negeri. Perbedaan antara isu isu domestik dan asing tidak lagi tampak, dan pada
krisis keuangan global 2008, terbukti, keputusan lokal memiliki efek riak di luar
negeri. Memahami bagaimana kebijakan luar negeri dibuat dan dilakukan di
Amerika Serikat penting untuk berpartisipasi dalam proyek demokratis.

Konstitusi Amerika Serikat membagi kekuasaan kedalam tiga cabang
pemerintahan: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini juga memberikan masing
masing cabang dalam pengawasan terhadap cabang lain. Presiden dapat memveto
undang undang; Kongres dapat menimpa hak veto Presiden; Pengadilan dapat
menyatakan hukum Kongres atau tindakan Presiden konstitusional. Kebijakan

luar negeri jadi dibagi antara struktur pemerintahan yang berbeda.

1) Kongres
Kongres adalah bagian dari tubuh yang tidak dapat terpisahkan dari
Amerika Serikat. Segala keputusan keputusan atau kebijakan kebijakan yang akan
diambil untuk kemaslahatan rakyat Amerika Serikat harus melalui persetujuan
dan ratifikasi oleh Kongres. Cabang legislatif dari pemerintahan federal ini

semakin memiliki kedudukan yang penting mana kala Kongres tidak hanya turut



berkecimpung dalam pemerintahan dalam negeri saja namun juga turut dalam
pembuatan kebijakan atau politik luar negeri.

Selain itu, sebelum pecahnya Perang Dunia Il, setiap presiden Amerika
Serikat memerlukan dukungan Kongres dalam menjalankan politik luar negeri
khususnya yang berkaitan dengan perang. Dalam konstitusi disebutkan bahwa
Kongres adalah yang paling berwenang dalam menyatakan perang (declaration of
war). Kongres memiliki otoritas dalam bidang politik luar negeri dan keamanan
nasional. Untuk mengirim pasukan untuk perang, presiden harus mendapatkan
persetujuan Kongres terlebih dahulu. Selain itu, Kongres memiliki sebuah komisi
Hubungan Luar Negeri yang memainkan peran besar dalam mengendalikan
politik luar negeri Amerika Serikat. Presiden juga tidak bisa memberi bantuan
militer dan ekonomi pada negara lain apabila tidak mendapat persetujuan Kongres
dan senat™.

Konstitusi menetapkan peran yang berbeda dalam proses kebijakan luar
negeri bagi Kongres; yaitu untuk memberitahu Presiden dalam negosiasi
perjanjian, menyetujui mereka setelah mereka telah ditandatangani, dan
menyetujui janji Presiden, termasuk Sekretaris Negara, pejabat tinggi lainnya
dalam Departemen luar negeri, Duta besar dan tugas layanna asing.

Setelah Perang Vietnam, Kongres menjadi lebih terlibat pada ranah dalam
negeri. Namun, banyak sekarang pertanyaan efektivitas cabang sebagai karenanya

presiden telah menemukan cara untuk menghindari kebutuhan untuk mendapatkan

10 Politik dan Pemerintaha Amerika. Bambang Cipto. 2007. 212-214



persetujuan Kongres. Sebagai contoh Presiden Obama dalam tindakan militer di
Libya, yang kontroversial mengesampingkan kekuatan perang dalam resolusi.

Tugas tugas Kongres sangat membentuk kebijakan yang akan diambil
presiden atau negara di wilayah Amerika Serikat'!. Tugas tugas tersebut
diantaranya yaitu sebagai :

1. Resolutions and policy statements, yang memiliki peran penting
dalam pengambilan kebijakan luar negeri dengan meluncurkan ide
baru atau mempromosikan ide baru.

2. Legislative pressure, yaitu dengan mengancam dan menekan cabang
eksekutif untuk membuat kebijakan luar negeri baru, meloloskan
peraturan, dengan terus mendesak melalui banyak cara.

3. Legislative directives, Kongres kadang memulai kebijakan luar
negeri dengan menggunakan undang undang untuk membentuk
program baru, tujuan dan pedoman yang ditetapkan, wewenang dan
mengarahkan eksekutif untuk melakukan kegiatan tertentu, dan
dengan mengalokasikan dana untuk digunakan untuk kepentingan
tertentu. Presiden harus menyetujui undang-undang kecuali melewati
hak veto Presiden, dan cabang eksekutif mengimplementasikan
undang undang.

4. Informal advice, seringkali Kongres membentuk kebijakan luar
negeri dengan memberikan saran kepada cabang eksekutif melalui

kontak informal. Saran semacam itu juga diberikan pada pertemuan

11 Congress and The Presidency in U.S Foreign Policy making. A study of Interaction and
Influence. John Rourke. 1983. Hal.166



antara presiden dan anggota Kongres dimana reaksi general untuk
inisiatif kebijakan diminta oleh presiden.

5. Legislative restrictions/funding denials, peran Kongres dalam
kebijakan luar negeri paling terlihat pada undang undang pelarangan
atau pembatasan kebebasan aksi presiden dalam hubungan luar
negeri. Seringkali amandemen amandemen terhadap undang-undang
wewenang dana yang tidak bisa diveto presiden. Penggunaan
funding restrictions or denials oleh Kongres dalam ilustrasi klasik

dari “kekuasaan pengejaran” dibawah Konstitusi.

2) Presiden

Presiden memiliki lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab di luar
negeri dan kebijakan pertahanan daripada urusan dalam atau domestik. Mereka
adalah komandan kepala Angkatan bersenjata, mereka memutuskan bagaimana
dan kapan untuk berperang. Sebagai kepala diplomat Amerika Serikat, Presiden
memiliki kekuasaan untuk membuat perjanjian dan yang harus disetujui oleh
Senat. Dan sebagai kepala negara, Presiden menjalin hubungan dan komunikasi
kepada para pemimpin dunia lain dan menerima Duta besar.

Presiden hampir selalu menunjukkan kebijakan luar negeri sebagai bukti
keberhasilan dari kepemimpinan mereka. Kebijakan domestik wonk Bill Clinton
bermetamorfosis menjadi kearah kebijakan luar negeri dari 1993 hingga 2001.
Bahkan pada peristiwa 9/11, George W. Bush mengalami transformasi sama.

Presiden Obama dalam kebijakan luar negeri terlibat daripada pendahulunya.



Kongres dalam hal ini condong untuk tidak mengubah inisiatif Presiden dalam
kebijakan luar negeri daripada di kebijakan domestik. Gagasan bahwa Presiden
memiliki otonomi yang lebih besar dalam kebijakan luar negeri daripada
kebijakan domestik dikenal sebagai "Two Presidencies Thesis."*?

Presiden memiliki kekuasaan untuk®3:
1. Presiden juga memiliki kekuatan untuk menerima Duta besar asing dan,
sebagai akibatnya, untuk mengenali pemerintah asing. Presiden memiliki dua
tambahan kekuatan informal namun berpengaruh di luar negeri. Salah satunya
adalah kemampuan untuk menentukan agenda nasional dengan membawa
masalah ke garis depan perhatian publik dan perhatian. Yang lain, yang peringkat
di antara Presiden senjata yang paling ampuh untuk mengontrol kebijakan luar
negeri, adalah kekuatan untuk melakukan bangsa tertentu tentu saja tindakan
diplomatis. Setelah ia melakukannya, dapat sangat sulit bagi lawan Presiden untuk
mengubah bahwa saja.
2. Membuat perjanjian dengan negara-negara lain (dengan persetujuan Senat)
Presiden telah menegaskan kewenangan konstitusional untuk membuat eksekutif
perjanjian dengan pemerintah asing. Sebagai contoh, beberapa perjanjian
perdagangan telah dibuat melalui perjanjian eksekutif bukan perjanjian. Eksekutif
perjanjian tidak memerlukan Senat ratifikasi.

3. Menunjuk Duta besar untuk negara-negara lain (dengan persetujuan Senat)

12 https: //www.boundless.com /political-science /textbooks /boundless-political-science-

textbook/foreign-policy-18 /who-makes-u-s-foreign-policy-109 /the-president-576-4257/.
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4. Menerima Duta besar dari negara-negara lain Presiden juga memiliki
kekuatan untuk menerima Duta besar asing dan, sebagai akibatnya, untuk
mengenali pemerintah asing. Presiden memiliki dua tambahan kekuatan informal
namun berpengaruh di luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan untuk
menentukan agenda nasional dengan membawa masalah ke garis depan perhatian
publik dan perhatian. Yang lain, yang peringkat di antara Presiden senjata yang
paling ampuh untuk mengontrol kebijakan luar negeri, adalah kekuatan untuk
melakukan bangsa tertentu tentu saja tindakan diplomatis. Setelah ia
melakukannya, dapat sangat sulit bagi lawan Presiden untuk mengubah bahwa

saja.

Menurut konstitusi, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Dalam kebanyakan pemerintahan lainnya (Inggris dan Jerman,
misalnya), dua fungsi tersebut dilakukan secara terpisah. Sebagai kepala negara,
Presiden pada dasarnya adalah sesuai dengan personifikasi Amerika Serikat':
yaitu merupakan image utama yang terlihat dari suatu negara, suaranya resmi dan
sebagai perwakilan utama untuk ke dunia luar. Sebagai kepala pemerintahan,
presiden merumuskan kebijakan luar negeri, mengawasi pelaksanaannya dan
mencoba untuk mendapatkan sumber daya untuk mendukung itu. Presiden juga
mengatur dan mengarahkan Departemen dan instansi yang memainkan peran
dalam proses kebijakan luar negeri. Bersama dengan Wakil Presiden, ia adalah

pemerintah resmi yang dipilih secara nasional. Ini menempatkan dirinya dalam
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posisi unik untuk mengidentifikasi, mengekspresikan dan mengejar "kepentingan
nasional” Amerika Serikat.

Kekuatan tertentu kebijakan luar negeri Presiden di bawah konstitusi adalah
takterbatas. Beliau menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat dan angkatan
laut’®; menominasikan dan menunjuk Duta besar dan Menteri umum lainnya,
sesuai dengan nasihat dan persetujuan Senat; dan membuat perjanjian, oleh dan
dengan nasihat dari Senat, dibutuhkan dua pertiga dari para Senator hadir untuk
menyetujui kebijakan tersebut. Meskipun Presiden hanya memiliki kewenangan
tertentu, namun perannya dalam kebijakan luar negeri sangatlah penting.

Sebagai contoh, Presiden memiliki hak prerogatif, meskipun mereka tidak
disebut dalam Konstitusi. Manifestasi dari kekuatan ini adalah perintah eksekutif.
Suatu perintah eksekutif adalah inisiatif Presiden yang diimplementasikan atau
ditafsirkan kedalam hukum federal, suatu ketentuan dalam Konstitusi, atau
perjanjian dan digunakan untuk mengatur perilaku lembaga eksekutif dan
lembaga lembaga lain. 'kekuasaan eksekutif' diberikan kepada Presiden dalam
Pasal 1.

Presiden adalah panglima angkatan bersenjata yang artinya memberikan
banyak kekuatan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri'®. Presiden adalah
kepala militer. Presiden dapat mengirim Angkatan bersenjata di luar negeri untuk
melindungi kepentingan nasional dan untuk mengerahkan kekuatan. Meskipun
presiden tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan perang karena kekuasaan

untuk menyatakan perang bersandar pada persetujuan Kongres. Namun peran

15 Congress and The Presidency in U.S Foreign Policy making. A study of Interaction and
Influence. John Rourke. 1983. Hal.173
16 http://study.com/academy/lesson/foreign-policy-powers-of-the-president-congress.html



konstitusional Presiden sebagai panglima memiliki kewenangan untuk memulai
tindakan militer terbatas tanpa persetujuan Kongres dalam keadaan tertentu. Pasal
I UUD memberikan kewenangan hukum untuk Presiden dalam pelaksanaan

kebijakan luar negeri.

C. Aktor lain dalam pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika

Serikat

1) Department of State
Departemen luar negeri, didirikan pada tahun 1789 dan Departemen kabinet
tertinggi, badan Sekretaris Negara, yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, berhasil luar negeri. Fungsi tradisional Departemen luar negeri dan
Korps perwakilan diplomatik profesional, Jasa luar negeri, termasuk?®’:
1.  Bernegosiasi atas nama pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah
asing dan organisasi internasional
2. Mempertahankan posisi Amerika Serikat di dunia
3. Melaporkan dan menganalisa kondisi di luar negeri dan institusi seperti
PBB
4. Mewakili rakyat Amerika Serikat dan kebijakan Amerika Serikat saat ini ke
seluruh dunia
5. Mempromosikan hubungan dengan pengambil keputusan di luar negeri,

memajukan perdagangan dan investasi Amerika Serikat
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6. Melindungi kepentingan Amerika Serikat di luar negeri dari perlakuan

diskriminatif dan/atau tidak manusiawi.

2) Pentagon dan keamanan

Amerika Serikat muncul dari Perang Dunia Il sebagai negara adidaya nuklir
dengan kepentingan kepentingan global, sehingga perlu diperluas Departemen
untuk menangani kebijakan luar negeri, dan terutama, keamanan. Kekuatan
militer yang berfungsi sebagai alat diplomasi, sebagai sarana untuk mencapai
tujuan tujuan yang ditentukan oleh pemerintah penjabat sipil. Kepala Departemen
Pertahanan adalah Sekretaris sipil yang menjabat di kabinet Presiden. Penasehat
militer utama presiden adalah Ketua Kepala Staf Gabungan, papan strategi terdiri
dari perwira senior dari tentara, angkatan udara, angkatan laut dan Korps Marinir.

Bersama dengan Departemen Pertahanan, undang undang Keamanan
Nasional 1947 menciptakan kabinet kecil tingkat National Security Council
(NSC), yang mencakup Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Negara dan
pertahanan dan Ketua kepala staf gabungan, untuk membantu Presiden mengelola
dan mengkoordinasikan kebijakan luar negeri. Staf NSC, yang dipimpin oleh
penasehat keamanan nasional, terdiri dari spesialis di wilayah geografis dan isu
isu yang fungsional, seperti kontrol tentara bersenjata.

Baru baru ini, penciptaan dari Departemen Keamanan dalam negeri, yang
mulai berfungsi di awal tahun 2003 dibentuk sebagai reaksi terhadap serangan
teroris 9/11/2001, secara substansial mengubah peran tiap departemen eksekutif

dalam hal kebijakan luar negeri. Departemen, yang mengawasi 22 lembaga



terpisah, telah menjadi sangat kuat dalam hal hal yang berkaitan dengan

perdagangan, perbatasan, imigrasi dan keamanan.

3) Intelijen

"Intelligence Community” adalah sekelompok agen agen federal yang
mencakup CIA, badan keamanan nasional dan badan intelijen pertahanan. Mereka
mengumpulkan informasi (misalnya, berapa banyak senjata nuklir Cina yang
dimiliki), menilai dengan akurasi dan reliabilitas, dan menyebarluaskan informasi
kepada pengambil keputusan. Selain itu, komunitas intelijen, terutama CIA,
melakukan, dengan persetujuan dari Presiden, operasi klandestin. Operasi
klandestin adalah intelejen atau operasi militer dilakukan sedemikian rupa dan
berjalan tanpa diketahui oleh umum atau kekuatan 'musuh’ lainnya. Pada tahun
2004, komunitas intelijen diperluas untuk mencakup posisi baru dalam Direktur
Intelijen Nasional, yang mengarahkan dan mengelola kegiatan kegiatan agen
intelijen individu dan berfungsi sebagai penasihat utama kepada Presiden pada hal
hal intelijen.

George Washington pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat harus
memiliki kebijakan luar negeri yang paling sukses diantara negara negara asing
lainnya. Sejak pemerintahannya, kesulitan mengembangkan kebijakan luar negeri
yang kohesif, relevan dan layak telah meningkat pesat.

Secara teoritis, proses pembuatan kebijakan harus dimulai dengan sebuah
definisi yang jelas tentang kepentingan nasional, diikuti oleh perumusan kebijakan

yang akan memajukan kepentingan kepentingan dan tindakan oleh berbagai



departemen dan instansi yang akan lebih lanjut dalam menetetapkan kebijakan
tersebut, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Dalam praktek, nyatanya
tidak ada sistem yang mungkin untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang
kohesif, layak dan didukung. Kepentingan nasional merupakan sebuah
kepentingan tertentu, serta agen dan karyawan terlibat sangat mungkin memiliki

pandangan yang sangat berbeda.

C. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kosovo

Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kosovo dilalui dalam dua
periode pemerintahan, yaitu politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kosovo
pada periode pemerintahan Bill Clinton dan politik luar negeri Amerika Serikat
terhadap Kosovo pada periode pemerintahan George Washington Bush. sebagai
bagian dari rangkaian PBB dan operasi NATO yang mana Amerika Serikat
memiliki peranan penting didalamnya. Pembuat kebijakan politik luar negeri
Amerika Serikat takut jika wilayah eks-Balkan akan mengalami kehancuran yang
diakibatkan oleh etnis, nasionalisme, dan konflik agama. Strategi Amerika Serikat
pada konflik Kosovo yang pertama berada di bawah adminsitrasi George H. W.
Bush lalu pada Januari 1993 beralih di bawah administrasi Bill Clinton berhasil
merubah cara diplomasi menjadi intervensi dalam menangani kasus konflik
Kosovo. Strategi ini mencapai puncaknya dalam beberapa aksi militer yang
dilakukan oleh Amerika Serikat, sebagai aliansi NATO dan PBB, termasuk
serangan udara yang dilakukan NATO pada Maret 1999 ke Serbia yang

melakukan pembantaian atau ethnic cleansing pada etnis albania di Kosovo.



Penumpasan etnis Albania dan kelompok separatis di Kosovo oleh Serbia
dibawah pimpinan Slobodan Milosevic mendapatkan aksi protes dari berbagai
pihak, salah satunya yaitu Amerika Serikat. Sekitar 2000 tentara Amerika Serikat
terlibat dalam NATO Kosovo Force (K — For). Amerika Serikat juga terlibat
dalam membantu Kosovo melalui program USAID. Amerika Serikat juga sudah
menetapkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari sistem pertahanan anti rudal bagi
Eropa, dan menjanjikan pengakuan sepihak jika PBB tidak bisa mengakui
kemerdekaan Kosovo.

Pada oktober 1998 Milosevic mengadakan kampanye besar besaran anti
pemberontakan melawan tentara pembebasan Kosovo (KLA), ia mengusir sekitar
400.000 penduduk Albania Kosovo. Amerika Serikat pada waktu itu dibawah
pemerintahan Bill Clinton melihat aksi Milosevic yang begitu keras dan semakin
tidak terkontrol. Untuk menghentikan aksi serangan Serbia terhadap Kosovo maka
Amerika Serikat bekerjasama dengan NATO (North Atlantic Treaty
Organization). Utusan perdamaian oleh Amerika Serikat, Richard Hoolbroke
menyepakati persetujuan dengan Milosevic yang lalu memasukan pengamat
pengamat tak bersenjata ke Kosovo dari Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama
Eropa). Para pengamat tersebut akhirnya ditarik kembali dan konferensi
Rambouillet dilangsungkan setelah Millosevic melanggar persetujuan dan
membiarkan kekejaman berlangsung. Konferensi tersebut menyatakan bahwa
Kosovo akan tetap berada dalam bagian dari Yugoslavia namun dengan

diberikannya otonomi secara luas kepada Kosovo. Selain itu NATO sebagai



pasukan penjaga perdamaian akan berada di wilayah Kosovo untuk membantu
menjaga perdamaian dan menciptakan keamanan. Namun Milosevic menolak
rencana damai tersebut®®,

24 Maret 1999, pasukan NATO mulai membom sasaran militer dan strategis
di Serbia dan Kosovo serta melakukan ekspansi ke wilayah tersebut yang
bertujuan untuk mengusir tentara Serbia keluar dari Kosovo, dan untuk
menghentikan kekerasan terhadap warga Albania. Serangan udara berlangsung
sampai tanggal 10 Juni 1999. Sebanyak 13 negara anggota NATO menyediakan
pesawat untuk operasi termasuk Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Portugal,
Spanyol, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat mengisi
75 persen kekuatan NATO dalam operasi itu. Saat operasi dimulai, kekuatan
NATO terdiri dari 277 pesawat, termasuk 192 pembom, 63 pesawat dukungan
logistik, 19 pesawat pengintai dan tiga helikopter?®.

Operasi "Allied Force" (kekuatan aliansi) adalah operasi tempur besar
kedua dalam sejarah NATO setelah pada 1995 membombardir Bosnia dan
Herzegovina, dan tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB. Rusia mengutuk
intervensi tersebut. Setelah operasi pengeboman yang dilakukan Clinton dan
sekali lagi Clinton mengumumkan bahwa:

"Penghentian pengeboman yang dilakukan NATO adalah kondisional

tergantung pada hasil yang dicapai dari salah satu atas dua hal berikut: Apakah
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Milosevic mau menerima perundingan damai atau melakukan pengurangan
terhadap kekuatan militer Serbia"?°.

Dan tidak diharapkan salah satu dari dua syarat tersebut akan dilaksanakan,
karena tidak mungkin bagi Milosevic untuk menerima perundingan damai hal ini
berarti mengizinkan pasukan NATO berada di Kosovo yang akan mengakibatkan
kemerdekaan propinsi itu.

Di samping serangan terhadap pangkalan militer, NATO juga memotong
jalur pasokan, yaitu jaringan kereta api dan jembatan. Dalam 79 hari, aliansi
militer itu melaksanakan sekitar 37.000 serangan udara dan menyerang lebih dari
900 sasaran di Serbia dan Montenegro. Di wilayah Serbia dijatuhkan 20.000 roket
dan bom. Serangan juga menyebabkan banyak warga sipil tewas. Lokasi industri
juga dibom. Di Pancevo, dekat Beograd bom NATO jatuh di pabrik kimia dan
pupuk. Akibatnya, sejumlah besar zat beracun mengalir ke sungai, tersebar di
udara dan menyerap ke tanah. Dampaknya besar bagi kesehatan masyarakat
sekitar. Serbia juga tuduh NATO gunakan amunisi mengandung uranium. Untuk
melumpuhkan instrumen propaganda terpenting milik Slobodan Milosevic,
NATO menyerang stasiun televisi negara di Beograd. Walaupun pemerintah
Serbia segera mendapat pemberitahuan mengenainya, informasi tidak
disebarluaskan. Akibat serangan tersebut 16 orang tewas.

Serangan NATO ketika itu menelan korban 2500 warga sipil?t. Organisasi

hak asasi Human Rights Watch menyebutkan, 500 penduduk sipil tewas selama
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operasi NATO. Akibat dari operasi ini ratusan ribu warga mengungsi, lebih dari
38 ribu warga mengungsi ke Albania dan 175 ribu warga mengungsi ke
Makadonia??. Clinton pada tanggal 24 Maret 1999 menyatakan bahwa:

"Kami memindahkan warga negara untuk melindungi ribuan orang yang
tak berdosa akibat semakin meningkatnya serangan militer. Kami melakukan
pemindahan ini untuk menghindari meluasnya perang dan memindahkan mereka
dari kantong kantong bahan peledak dari pusat Eropa karena telah mengalami
ledakan dua kali dalam abad ini"%.

Dalam diskusi yang dilakukan Clinton selama pertemuan yang diadakan di
Kantor Kementerian Luar Negeri pada tanggal 30 Maret 1999, Clinton
memberikan isyarat atas kemerdekaan Kosovo. Saat itu Clinton menyerang
pemimpin Serbia karena:

"Menggunakan kebencian ras dan agama sebagai penentuan pemusnahan
dan pembunuhan orang orang yang tak berdosa dan warga negara yang hidup
damai demi memperlancar jalan bagi pemimpin Serbia berkuasa”.

Varvarin terletak sekitar 200 kilometer dari ibukota Serbia, Beograd. Awal
Juni, sekitar sepuluh hari setelah serangan ke Varvarin, sinyal pertama datang dari
Beograd, bahwa Slobodan Milosevic bersedia berunding. Slobodan Milosevic
akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian di kota Kumanovo, dan menarik
pasukan Yugoslavia dari Kosovo. Maka itu juga NATO akhirnya mengakhiri aksi

pemboman pada tanggal 9 Juni ke serbia. Di Serbia ekonomi lumpuh sepenuhnya,
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AS, derita kaum muslimin. Diakses pada tanggal 19 Januari 2017
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sebagian besar infrastruktur hancur. Kosovo kemudian ditempatkan di bawah
administrasi PBB.

Dalam hal ini terlihat Amerika Serikat sangat peduli dengan keadaan
permasalahan di wilayah Balkan karena Amerika Serikat berpandangan bahwa
stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut sangat penting untuk menunjang
keamanan eropa. Walaupun demikian, keberadaan pasukan militer Amerika
Serikat di wilayah balkan ini memunculkan perdebatan dalam kalangan Kongres
senat. Namun pada kenyataannya keberadaan pasukan militer Amerika Serikat
tetap berlangsung. Amerika Serikat melalui USAID juga telah menyediakan
bantuan bagi wilayah Kosovo?*. United States Agency for Internastional
Development (USAID) adalah sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang
bersifat independen. Tujuannya yaitu utuk mengelola bantuan kemanusiaan dan
ekonomi bagi negara negara asing. Lembaga ini memberikan bantuan
kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang barang lain, termasuk bantuan
bagi korban bencana alam. Selain itu USAID juga memberi bantuan untuk
program pemeliharaan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan
AIDS, gizi untuk ibu dan anak, dan pelayanan program keluarga berencana.
Lembaga ini juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan
kemampuan dan sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut.

USAID masuk ke Kosovo pada tahun 1999 dengan tujuan misi
kemanusiaan. USAID menunjukkan partisipasinya dengan ikut menangani

kebutuhan kemanusiaan yang medesak dan diperlukan oleh para pengungsi

24 https://www.usaid.gov/kosovo. Diakses pada tanggal 22 Januari 2017
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Kosovo. Amerika Serikat melalui USAID telah banyak berpatisipasi dalam
memberikan bantuan dana kepada Kosovo. Tercatat Amerika Serikat telah
mengeluarkan dana sekitar $1,2 juta yang diperuntukkan untuk rekosntruksi di
wilayah Kosovo. Disisi kelembagaan USAID awalnya meningkatkan lembaga
lembaga Kosovo guna membangun kapasitas organisasi masyarakat. USAID terus
memberikan bantuan berupa saran ateknis sibeberapa bidang utama termasuk
dalam kebijakan keuangan, penguatan peradilan, dan energi. Fokus utama
program USAID bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi dn mengurangi
hambatan untuk pengembangan sektor swasta, serta program program yang
mempromosikan rekonsiliasi dan partisipasi masyarakat di Kosovo. Secara
keseluruhan tujuan bantuan ke wilayah ini adalah untuk mempersiapkan negara
ini ke dalam persatuan Eropa-Atlantik.

Memang tidak dapat dipungkuri jika Eropa memiliki kepentingan utama
dalam membentuk tatanan masa depan bagi Kosovo. Namun, Amerika Serikat
juga memiliki kepentingan dalam menciptakan seluruh wilayah Eropa yang damai
dan demokratis. Akhirnya tujuan Amerika Serikat khususnya di wilayah Kosovo
adalah untuk menciptakan stabilitas di wilayah tersebut dan sedikit banyak peran
Amerikat Serikat secara langsung melalui NATO telah tercapai dengan

mendukung penuh kemerdekaan Kosovo dari pemerintahan Serbia.



